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WALIKOTA LUBUKLINGGAU

PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURANWALIKOTALUBUKLINGGAU

NOMOR l TAHUN2018
TENTANG

BESA N TUNJANGANKOMUNIKASIINTENSIFDANTUNJANGANRESES
PI PINANDANANGGOTADEWANPERWAKILANRAKYATDAERAH

KOTALUBUKLINGGAUTAHUNANGGARAN2018

Menimbang

Mengingat

o

I

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA
I

WALIKOTALUBUKLINGGAU,

: a. bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 8 ayat (5)
Peraturan Pemrintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD
dan mencabut Permendagri nomor 21 Tahun 2007 ten tang
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah,
Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja
Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan
Komunikasi Intensif dan Dana Operasional ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
hurup a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang
Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan
Reses Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kota Lubuklinggau Tahun Anggaran 2018;

1. Uridang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan
Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia

-Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara
Repu blik Indonesia Nomor 4114);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);

3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik I Indonesia Tahun 2015 Nomor 28, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah
dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan
Presiden Nornor 54 Tahun 2010 tentang 12engadaan
Baranz/ Jasa Pemerintah:



o

o

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
. Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaga Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21
Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Kedudukan Protokoler dan
.Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor4712);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

\

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah
Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737

8. Peraturarr Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

9. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 13 Tahun 2006
tentang pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota
Lubuklinggau (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun
2006 Nomor"\5 Seri A);

10. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 7 Tahun 2017
ten tang . Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuklinggau
Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2017 Nomor 7;

11 Peraturan daerah Kota Lubuklinggau Nomor 13 Tahun 2017
tentang .Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Angaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun
2017 Nomor 13);

12 Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 32 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata " Kerja Sekretariat DPRD Kota Lubuklinggau
((Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2016 Nomor );

13 Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 40 Tahun 2017
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Angaran 2018 (Berita Daerah Kota Lubuklinggau Tahun
2017 Nomor 40;
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MEMUTUSKAN:

PERATURANWALIKOTA LUBUKLINGGAUTENTANG BESARAN
TUNJANGAN KdMUNlKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAHKOTALUBUKLINGGAUTAHUNANGGARAN2018

BAB I

KETENTUANUMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Lubuklinggau

2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Lubuklinggau

3. Walikota adalah Walikota Lubuklinggau
,;

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut
DPRD adalah I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Lubuklinggau

5. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Ketua dan
Wakil-wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Kota Lubuklinggau

6. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuklinggau

7. Tunjangan Komunikasi Intensif yang selanjutnya disingkat TKI
adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota
.Dewan Perwakil,an Rakyat Daerah setiap bulan dalam rangka
mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah.

8. Tunjangan Reses adalah uang yang diberikan setiap
melaksanakan reses kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRI:'

BAB II

TUNJANGANKOI-4UNlKASIINTENSIFDANTUNJANGANRESES
1

Pasal2

(1) Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan Tunjangan
Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses dalam rangka
mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD.

(2) Tunjangan Komunikasi Intensif dan
sebagaimana di maksud ayat (1)
memperhatikan asas manfaat dan efisiensi.

Tunjangan
disediakan

Reses
dengan

Pasal3

Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses sebagaimana
dimaksud pasal 2 diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD
dengan mempertimbangkan kemampuan Keuangan Daerah.
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Pasal4
i

Perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah menggunakan formula
Kemampuan Keuangan Daerah sama dengan Pendapatan Umum
Daerah dikurangi belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah.

" Pasal 5

Rincian Pendapatan Umum Daerah Kota Lubuklinggau tahun 2016
terdiri atas. '
A. Pendapatan Ash Daerah Rp. 75,797,426.519,36.-

B. Dana Bagi Hasil: I

1. Dana Bagi Hasil PajakjBagi Hasil
bukan Pajak

2. Dana Bagi Hasil Pajak Propinsi
Rp. 102.661.731.991,00.-
Rp. 53,676.548.982,62,-

c. Dana Alokasi Umum Rp. 446.789.308.000,00.-
i

Jumlah Pendapatan Umum
.\

Rp. 678.925,015,492,98.-

(Enam ratus tujuh puluh delapan milyar Sembilan ratus dua puluh
lima juta lima belas ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah
koma sembilan puluh delapan sen)

Pasal6

Rincian Belanja Pegawai Negri Sipil Daerah terdiri atas gaji dan
tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah yang meliputi gaji pokok,
tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan beras dan
tunjangan PPh Pasal 21 sebesar Rp.396.590.623.136,00,- (TigaRatus
sembilan puluh enam milyar lima ratus sembilan puluh juta enam
ratus dua puluh tiga ribu seratus tiga puluh enam rupiah );

Pasal 7

(1). Pendapatan Umurn daerah sebagaimana dimaksud Pasal 5
sebesar Rp. 678.925.,015,492,98,- dikurangi belanja Pegawai
Negeri Sipil Daerah (PNSD) sebagaimana dimaksud
Pasal 6 sebesar Rp. 396.590.623.136,00,- adalah
Rp.282.334.392.356,98,- (Dua ratus delapan puluh dua milyar
tiga ratus tiga puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh dua
ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah koma sembilan puluh
delapan sen ).

(2). Berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud ayat (1) Kota
Lubuklinggau dikelompokan berkemampuan Keuangan Daerah
RENDAH.

Pasal8

Berdasarkan perhitungan dan pengelompokan Kemampuan
Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 7, Besaran
Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses bagi
Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan paling banyak sebesar 3
(TIGA) kaliuang Representasi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah.

'·i



c

Pasal9

Biaya 'I'unjangan Komunikasi Intensif (TKI) dan 'I'unjangan Reses
sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 dibebankan pada APBD Kota
Lubuklinggau Tahun Anggaran 2018 pada Pos Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kota Lubuklinggau.

·BABIII

KETENTUANPENUTUP

Pasal10

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan
Walikota Lubuklinggau Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Penetapan
besaran Tunjangan Komunikasi Intensif (TKI)Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2017
(Berita Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2017 Nomor 4) dicabut: dan
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau.
pada tanggal--( ...J.,4?<fUA,/2.1' :20/&

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal ~ c74.,c.d-c4/l.-1 '2..JflTU!¥

SEKRETARISDAERAHKOTALUBUKLINGGAU,

N SANI

BERITADAERAHKOTALUBUKLINGGAUTAHUN2018 NOMOR../ ..


